| PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4. TAHUN 2023

TENTANG

PE]';DOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN

ANGGAR@N' ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2023

IE)ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

bail'lwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Unjf_dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
ten:tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nmfnor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian anggaran
yarizg bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Desa-Desa di
Kabupaten Bombana, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
balillwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pet’;galokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Un(tia.ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Ler;nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Ka‘r:mpaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara {(Lembaran Negara Republik
Ind;onesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Rep;ublik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Neglara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, ’l‘iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Neg'a_ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




11.

12,

13.

2

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495} sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tex}tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NoEmor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dsierah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
24}4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Ke:uangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lt‘emba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(L?mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peiraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 6322);
10.

Pefraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Repubhk Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Refpublik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1781);

Pe'raturan Pemerintahh Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaa.n Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Ta;mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11|i Tahun 2019 fentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Peinerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lelmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Incllonesza Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Pelrubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Pefra_turan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Le;mbaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pelngelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Ta{hun 2018 Nomor 611});
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
teiltang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
Pelraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012
tentang Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
te!ntang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana;
Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Orgamsam, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
D?sa Kabupaten Bombana;
Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima
Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima
UiJah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kébupaten Bombana;
Pératuran Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupau Nomor 355 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bﬁpati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
Bérdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
PtT,raturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

! MEMUTUSKAN :

|
PER{&TURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN

PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kébupaten Bombana.

Pemerintah Daefrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adaiah Bulpati Bombana.
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Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
Desa adalah desa.E dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau { hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Nega_ra Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indones;ia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa
dalam bidang Lertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta
Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yvang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk De berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demckratis. sa]

Wilayah atau Du's.un atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam
Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM
Desa adalah Ren;cana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
Tahun.

.Rencana Kerja Pemermtah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Peraturan Desa ?dalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala
Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

. Keputusan Desa iadalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa.

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli

atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang Sah.

. Alokasi Dana Delsa adalah kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi

Dana Desa.

. Bendahara Desal adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat
Desa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD
adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala
Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
vang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

.Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan

keuangan Pemerinta.h Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan
keuangan yang dlgunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa,
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.
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Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuéi dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam
memberdayakan Iinasyarakat.

.Tim Pengelola Keglatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk
melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

. Anggaran Penda;laatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana |keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersamag oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan |Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat
Daerah Kabupaten| dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a.

b.

untuk membenkan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2023 secara tert:bl, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan

. untuk meningkaﬂr::an kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi

Desa. :

BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 4

|

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b
C.
d.
€.
f

Q

(1)
(2)

(3)

sumber dana;

- pengalokasian dan penetapan besaran dana Alokasi Dana Desa;

persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa;
tahapan penyaluran;
tim asistensi dan i:u'n fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan;
sanksi penundaan; dan
pembinaan dan p?ngawasan.
' BAB III
: SUMBER DANA
E Pasal 5
Sumber dana Alokasn Dana Desa Tahun Anggaran 2023 berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023.
Alokasi Dana D?sa diberikan minimal sebesar 10% {sepuluh Persen} dari dana
perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
Besaran Pengalokasmn dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran

2023 untuk setlap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 6

Dana Alokasi Dana DeSa Tahun Anggaran 2023 merupakan pendapatan Pemerintah
Desa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan
dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

(1;

{2}

(3)

¢. pandita;

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa
Pasal 7
Pengalokasian Alokasn Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
mempernmbangkan
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. tunjangan Pera:ngkat Desa dan BPD;
¢. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
d. insentif Pelayaﬁ Masyarakat Desa;
e. operasional Kelembagaan Desa;
f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
h. operasional Pel'nberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
i. operasional Majelis Ta'lim;
j. operasional Daéawisma;
k. peningkatan kzzipasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
l. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. imam desa dan|imam masjid;
b. pendeta;

d. perawat Desa;

e. dukun terlatih;

f. anggota LINMAS;

g. pengelola Air Bérsih Desa;

h. kader Pemberdrfalyaan Masyarakat Desa;

i. pengelola- Llstnk Desa;

j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)} di
Desa; dan

k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan da.lam musyawarah Desa.

Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Merata dan menambahkan

Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan

pengalokasian dana Alokasi Dana Desa.




(D)

(1)

(2)

-7-

Bagian Kedua

Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa
Pasal 8§

Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; d.ian
b. alokasi FaorrnulaI
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada
setiap Desa.
Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar
Rp. 500.000.000,: (lima ratus juta rupiah) per Desa.
Alokasi Formula |sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b ditetapkan
sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milliar lima ratus juta rupiah) untuk Desa
sekabupaten Bomibana dengan memperhitungkan:
a. jumlah pendutfluk dengan bobot 30% (tiga puluh perseny);
b. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persenj; dan
c. jumlah Dusun Edengan bobot 60% (enam puluh persen).
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dihitung dengan Rumus:

- BobotJ umla.h1 Penduduk = Keterangan :

JPD / JPKD =% RJP *JPD :Jumlah Penduduk Desa

RJP X 30% = BJP *JPKD: Jumlah Penduduk Keseluruhan

Desa

- Bobot Luas Wilayah Desa = *RJP : Rasio Jumlah Penduduk
- LWD / LWKD|= RLW +BJP : Bobot Jumlah Penduduk

RLW X 10% =/BLW * LWD : Luas Wilayah Desa

* LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa

- Bobot Jumlah Dusun = * RLW : Rasio Luas Wilayah

JDD / JDKD F RID “BLW : Bobot Luas Wilayah

RJD X 60% = BJD +JDD : Jumlah Dusun Desa

+«JDK :Jumlah Dusun Keseluruhan Desa
* RJD : Rasio Jumlah Dusun
* BJD : Bobot Jumliah Dusun

Pasalg

‘Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan
perhitungan rincia.n Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa.

Rincian Alokasi Da.na Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
Lampiran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 10

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
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Pasal 11

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

a.

b
c.
d

=

(1

(2)

(3)

(+)

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat;

. tunjangan Jabatan /Kedudukan Kepala Desa dan BPD;

tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;

. biaya Operasxonal Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan,

Lembaga Adat, Ma_]ehs Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;

biaya Pendataan;dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi
Perkembangan D(?Sa;

dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;

biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga
Desa;

kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;

beasiswa bagi malsyarakat kurang mampu;

subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

subsidi Asuransi Ketenagakeljaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
pembangunan/ pénmgkata_n/ rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat
Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minima! 50% (lima puluh Persen) dari total
anggaran kegiatax'l'

. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan

dana Kegiatan Iam yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Penghasﬂan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan

selama dua belas;bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu

pertama bulan benkutnya

Penghasilan tetap ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar
Rp. 2.426. 640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus
empat puluh I'll.lplah),

b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan
sebesar Rp. 21224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat
ratus dua puluh rupiah); dan

c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling
sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua
ribu dua ratus ruplah]

Ketentuan sebagaixnana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :

a. Kepala Desa da,n atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil; dan |

b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.
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Bagian Kelima
Tunjangan Kepala Desa dan BPD
Pasal 13

Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan

pembayaran melallul Rekening Pribadi.

Tunjangan sebagmmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp.
1.500.000,- {s;:a.l juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar
Rp. 1.250.000,- {satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan
paling tinggi pelrbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

d. Tunjangan stail' Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD
Pasal 14

(1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap

bulan.

{2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

(3)

berikut :

a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) perbulan; _

b. Sekretaris DESEli dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,- (dua
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;

c. Kepala Seksi dfan_ Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang
sebesar Rp. 250 000,- (dua ratus lima, puluh ribu rupiah); dan

e. Pimpinan dan|Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-
orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tambahan penghasﬂa.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan

apabila:

a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;

b. Laporan Kmerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh

Camat; dan
¢. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala
Desa.

Bagian Ketujuh

Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 15

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan.

(2) Subsidi AsuranfsyKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




|
|
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(3) Iuran Subsidi Asura.nm Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayat {2) sebesar 5% {lima persen) dan besaran Penghasilan Tetap per orang per
bulan.

(4) luran Subsidi| Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat
persen} dari perlnberi kerja melalui APBDesa.

(5} Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan ’clres;aran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebagaimana dimaksud pada Ayat (4} yaitu sebesar 12.000.000,- {dua belas juta
rupiah.

(6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan tfesaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi
Tahun 2023.

(7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6} mengacu pada
Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedelapan
Subsidi Asuransi|Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Pasal 16
(1) Kepala Desa,| Perangkat Desa dan BPD memperoleh Subsidi Asuransi

Ketenagakerjaan.

{2) Subsidi Asurarnsi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan slesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Iuran Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) |sebesar 0,54% (no! koma lima puluh empat persen) dari
Penghasilan Tetap per orang per bulan.

(4) Batas paling t:inggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan t:esjaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000,- {dua belas juta
rupiahj.

(5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan btesaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi
Tahun 2023.

(6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada
Keputusan yan:g ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

i
, Bagian Kesembilan
Biaya Operasmnal Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 17
{11 Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan
Pelaksana Pengeliolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-
bulan per-orang §el;_)esar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
(2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi
per-bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(3! Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan
Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,-

|
|
E
|
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(satu juta rup1ah] ‘

Insentif anggota MNMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,-
{lima ratus ribu rlilplah).

Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-
orang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dﬂaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak
diberikan.
Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5)
disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB YV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN
Bagian Kesatu

Persyaratan Penyaluran
Pasal 18

Svarat umum penyaluran Dana Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah Pemerintah
Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :
a. Peraturan Desa | tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJ MDesj);

b. Peraturan Desa texptang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
d. Peraturan Desa |tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun

(n

(2)

(1)

(2)

Anggaran Sebelun'!mya

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran
Pasal 19

Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke
Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Bombana.
Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan
Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan
untuk setiap tah?.pa.n Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa.

Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat
masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

‘dan Desa dan Bagdan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyampa.la.n Laporan Pertanggungjawaban
Jl Pasal 20
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam[ Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat
setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan; kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah dalam
bentuk softcopy|(.pdf) yang telah ditandatangarﬁ dan cap/stempel basah serta




' |
.
dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.

(3) Bagi Desa yang udak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan
Dana Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan
Pertanggungjawab}an diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan perurildang—undangan yang berlaku bagi kepala desa yang

bersangkutan.

BAB VI

TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 21

(1t Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a, huruf b huruf ¢, huruf j dan huruf k dilakukan setiap bulan dan
diterimakan padia minggu pertarna bulan berjalan kerekening masing-masing
penerima.

{2) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melaluii pemotongan Dana Alokasi Dana Desa di Desa dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa ke Rekening masing-masing
penerima penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ellyat (2] dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-
masing,.

(4) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf d sampai dengan huruf I dan huruf 1 sampai dengan huruf n dilakukan
secara bertahap, ldengan ketentuan sebagai berikut :

a. Triwulan 1 paliing cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan
Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);

b. Triwulan II pal;ing cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan
Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseny};

c. Triwulan IIl paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan
September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan
Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(5) Penyaluran Danall Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 {dua puluh satu) hari kerja
setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.

(6) Dalam hal terdalpat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran
Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.

{7) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi
Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat
diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

Pasal 22
{1} Penyaluran sebrilgajmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melampirkan
kelengkapan admmlsh*am sebagai berikut:
a. Print Out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;




(2)

(3)

|
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b. Laporan Keter}mgan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi
dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD,
dan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD);

¢. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang
ditujukan keﬁada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir;

d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/
Tambahan Pel nghasﬂan Subsidi Asuransi Kesehatan dan Subsidi Asuransi

- Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari
sampai dengan Desember;

f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;

g. Foto copy buku rekening kas Desa;

h

i

. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BFD.
Perangkat Desa; dan
J. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bombana.
Penyaluran sebageumana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a melampirkan

kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang
ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana,

b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

¢. Rincian rencana pencairan dana;

d. Berita Acara Hasﬂ Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;

e. Foto copy buku rekenmg kas Desa;

f. Foto 0% (nol pers_en) bagi kegiatan Infrastruktur;

g. Desain dan Rerllcana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;

h.Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh) sampai dengan semester akhir
tahun sebelumnya; dan

i. Surat. Rekomeindasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bombana

Penyaluran sebagannana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4} huruf b melampirkan

kelengkapan admmlstram sebagai berikut:

a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang
ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Bombana !

. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

. Rincian rencana pencairan dana;

- Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;

. Foto copy bukli rekening kas Desa;

telah mengisi data profile Desa secara Online (Data Dasar Keluarga terbaru)
sebesar 100% (seratus persen} dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga;

g. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN /PPhj);

h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;

i. Dokumentasi keglatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari
titik posisi yang sama; dan

l
|
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j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;

Penyaluran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf ¢ melampirkan

kelengkapan admlm;stram sebagai berikut:

a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang
ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombanas;

. Surat pemyata!an_ tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

Rincian renca.nla pencairan dana;

. Berita Acara Hzlasﬂ Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;

Foto copy buku rekening kas Desa;

telah mengisi data profile Desa secara Online {Potensi Desa terbaru) sebesar

100%; '

g. telah mengisi |[data Aset Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan triwulan

Pertama Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;

h. telah mengisi data tingkat Perkembangan Desa secara Online sebesar 100%;

i. Laporan kemajluan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;

j. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari

titik posisi yang sama;

k. Desain dan Re%lca.na Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;

1. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh); dan

m.Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d melampirkan

kelengkapan adninistrasi sebagai berikut:

a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang
ditujukan kepada Bupati Bombana Cg. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana;

. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

. Rincian rencana pencairan dana;

. Berita Acara I—Iiasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;

. Foto copy buku rekening kas Desa;

telah mengisi |data profile Desa secara Online (tingkat perkembangan Desa

terbaru) sebesar 100%;

g. telah mengisi ldeita Aset Desa triwulan Kedua sampai dengan triwulan Ketiga

Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;

h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;

i. Dokumentasi keglatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar

dari titik p03131 yang sama;

j. Desain dan Re}lcana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan

k. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh).

Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (3) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini. :

e a0 o

-0 o oo
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BAB VII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITAS] PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN
Pasal 23

(1) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Asistensi sebiagaima_na dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan|sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana

(1)

3

4

b.

Desa;
pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Alokasi Dana

Desa;

. melakukan faszhta51 penyelesalan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat

dan/atau plhak lain;

. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan

Alokasi Dana besa;

. melakukan al.sistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan

keuangan Des!a tingkat Kecamatan; dan

memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 24

Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan

oo o

- dengan Keputusgm Camat, dengan komposisi minimal sebagai berikut:

camat;
sekretaris camat;

kepala sekst pemenntahan

kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
supervisor 31skeudes, dan

fungsi lain yaimg terkait.

Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas :

a.

b.
c.

melakukan pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi Alokasi Dana
Desa;

melakukan pembmaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

melakukan pembmaa.n penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup
perencanaan da_n penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan,
dan pertanggung]awaban pelaporan APBDesa;

- fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
. menyampaikap usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil

pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Alokasi Dana Desa tidak
sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan
realisasi angaran; dan

memberikan laporan rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat
Kabupaten.

Tim asistensi sebagmmana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi
atas dokumen/ berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
dokumen/berkas dari pemerintah Desa.

Dalam hal hasil|evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim asistensi
dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut
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dan telah layak juntuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa
Kabupaten Bombana.

BAB VIII
| SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA
ALOKASI DANA DESA
Pasal 25
1) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan I dalam hal :

a. Kepala Desa jtidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun
berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Alokasi Dana|Desa serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;

b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu
meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan

c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

2) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan II, III dan IV
apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan
sebelumnya. '

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
: Pasal 26
1] Pemerintah Kal:?upaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan
pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa.
{2) Pembinaan, perflantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari
Camat sampai l-gepada Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang.
(3) Kegiatan pembinaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. .
(4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri
dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
(3) Hasil pemantaulan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan ke
Bupati minimal|l (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua
Pengawasan

| Pasal 27

(1) Pengawasan atés pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa dalam periode berjalan
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.

(2) Inspektorat Daera_h Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan
pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa atas perintah Bupati.

(3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan
terhadap Alokasi Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa harus
dipublikasikan baik dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa
dapat mengetahui informasi Alokasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam
mengawasi pelaksanaannya.

i.' BAB XI

i KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 29
Pada saat Peraturan! Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 88
Tahun 2021 tentan[g ‘Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira
Desa (Alokasi Danaz. Desa Plus) Di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

i Pasal 30
Peraturan Bupati m.ll mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 2¢ JAvvap\ 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

/URHANUDDIN
Diundangkan di Rur[nbia
- N
pada tanggal, 25 JAvonél 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

i

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR .} -
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 45 Jaswsti 2023

TENTANG PEDo;MAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ALOK{\SI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN
ANGGARAN 2023

PETUNqU:K TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Subsidi Asuranlsi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
Insentif Pcs:lay.sa.n| Masyarakat Desa;
Operasional Kelembagaan Desa;
kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
Operasional pemerintah Desa, meliputi :
(1) Belanja Bar;an'g dan Jasa,
(2) Perjalanan Pinas, dan
(3) Belanja moc{lal_ perlengkapan dan peralatan kantor.
j. Operasional BPD, meliputi :
(1) Belanja Bar:ang dan Jasa;
(2) Perjalanan ]IDinas; dan .
(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
k. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
. Penetapan dan|Penegasan Batas Desa meliputi :
(1) Survey batas desa,
(2) Pembangunan Gapura, dan
(3) Pembuatan [Peta Desa, dll.
m. Pendataan Profil Desa;
Pendataan aset Desa;
0. Penyelenggaraan musyawarah Desa :
(1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa,
(2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa,
(3) Penyelenggallraan Musyawarah Kerjasama Desa.
p. Pengelolaan informasi Desa :
" (1) Pembuatan/dan pengelolaan Website Desa,
. (2) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(. Penyelenggaraan Perencanaan Desa :
(1) Review/ Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa); |
{2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
r. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :
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(1) Rapat rutin;
{2) Monitoring c}lan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
s. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa :
(1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa;
(2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa;
{3} Pembangunan WC kantor Desa;
(4) Pembangunan gedung kantor Desa;
(5) Sarana internet kantor Desa;
(6) Pembangunla.n_ balai Desa;
(7} Listrik kantor Desa;
(8) Rehab kant(lar Desa; dan
(9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
Beasiswa, bagi|masyarakat kurang mampu,
Jalan rabat beton;
Pembuatan da!n peningkatan jalan pemukiman;
Pemba.ngunan Deucker;
Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes;
Pembangunan Gedung Posyandu;
Pembuatan suimur Bor/Gali;
Pembangunan: dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;
Pengadaan tangki air bersih;
Pengadaan pupuk organik;
Pelaksanaan i?embangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dengan
Ketentuan HO!K minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran; dan
m. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa:
a. Pembinaan keagamaan;
Pembinaan pemuda dan olah raga;
Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;
Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat
Desa;
Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
Penyediaan operasional kelembagaan Desa;
Penyediaan operasional PKK;
Penyediaan operasional Majelis Taklim;
Penyediaan operasional Dasawisma;
Penyediaan ol?exjasional LPM;
Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam
Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman
Ka.nak—k:slnaakI Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan
pelayan masyarakat lainnya; dan
1. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

a.

-0 o0 o

penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa;
Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa;

Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK;

Studi perbanciingan pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa; dan

‘Lain-lain keglatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan

peraturan perundang—undangan yang berlaku.

«1’/
Pi. BUPATI BOMBANA

+JBURHANUDDIN




LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

-21-

: PERATURAN BUPATI BOMBANA
: §I © TAHUN 2023

: 25 adosgd 2023

: PE:DOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN
ANGGARAN 2023

CONTOH FORMAT

1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh
Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten/Bombana.

PEMERINTAH DESA ....
KECAMATAN .
| KABUPATEN BOMBAN‘&

Alamat : ........... o. ... Tip./ Fax. .... Kode POS .....c.cecvn..

Nomor
Lampiran
Perihal

: : 2023 Kepada
: 1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Bombana
: Permohonlan Penyaluran Dana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah

Alokasi Dana Desa Triwulan .... Di-

Tahun Anggaran 2023 Rumbia

Tembusan Yth:

A

Arsip.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman
Pengalokasmn dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun
Anggaran| 2022, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana
Desa Triwulan ... Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. .ccocooeenn.. "
(coerarennonne Sterbilang......... e, ).

Sebag&n bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran
sebagai btlerlkut

Rckomenda31 hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
Dokumen RPJMDes;
Dokufmen RKPDes TA. 2023 (soft copy};
' Dokumen APBDesa TA. 2023 {soft copy);
SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
Rincian Anggaran Triwulan I s.d 1V;
Rincian Anggaran Triwulan ini;
Dcsa:ln dan RAB {untuk Kegiatan Fisik); dan
10 Rekemng Desa/Rekening koran {foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

WENN RN

Kepala Desa .cccceeisecnanns ’

ttd/stempel

------------------------------

Bupati Bombana (sebggai laporan);

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;

Camat .....ocevevrns Kabupaten Bombana; ,{
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2. Contoh Format Sij.lrat pernyataan tanggung jawab mutlak.

i
;

0 7 PEMERINTAH DESA ..ccvevereererercones
g} ' KECAMATAN .....ccovereaerens
% KABUPATEN BOMBANA
Alamnat: ........... No. ... Tip./Fax. .... Kode P0S ....................

SEURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sava yang bertanda tangan dibawah ini :
!\Idlna P, a..--ocuou

Jabatan : Kepala Dcsa ......................
Bertindak an.: Pcmermtah Desa cccveernernneass
Alamat : Desa [ .....................

}

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa {ADD) Triwulan ....
Tahun Anggaran 2023] sebesar RP. cecocesnessensaesees {( ceerrrrernnenas terbilang..........ceveervenenn ), akan
menggunakan dana tcrscbut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peratiuran
Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kenangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Pcraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bompana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta
Peraturan Bupati Bomil:)ana Nomor ........... Tahun 202.. tentang Pedoman Pengalokasian dan
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;

Apabila dlkcmudlan hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga
kemudian memmbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan
kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta
untuk dipergunakan sebaga;mana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa ARASSRRA R RN

Mowri  ttd/stempel

ooooooooooooooooooo
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3. Contoh Format Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari
bulan januari sampai dengan desember.

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023

DESA [TIXLELLIELR LT L YL ] KECAMATAN 00.00..0........0...00.000...00.0... KABUPATEN BOMBANA

HARGS, ANGGARAN {Rp.) PERTAME RINCIAN FENCANA PENCAIRANAN DANA (Rp) )
_— URANIAN KEGIATAN VOLUKE SATUAN m‘:'am Sien
o ®p) EZBELUM SETELAN ANG) JAN MAR APR MEL JUN i JUL AGD BEPF OET NOV TEAa
1 2 3 4 3 ¢ 7 P 10 u 12 13 F2] e B " e T -
1 BIDANG PENTELERGOARAN PEMERINTAHAN DESA ) h
1.1.01 | Pemysdisan Penghesilan Totap dan Tan} Hepals Dess
s11 Panghastlan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
81101 | Pengimeilan Tetap Repals Desa
1 | Kepala Desa ; l
A1102 | Tusfengsn Kepals Desa
1 | Kepala Dosa | |
01190 | Tambahun Pengheailan Espals Desa
1 | Kepala Dosa l |
1.1.03 | Penysdiasn Peughmitsn Tetsp dan Turnf Peranghst Desn
512 Panghastian Tetap dan Tunjangan Porangkat Desa
s1201 hesllan Tetap Pecanghat Desn
1 | Sekretaris Desa
2 | dee.
81202 | Tembehan Pesyhusiian Perangket Dosn
1 | Sekretaris Dosa
2 dat.,
1,103 | Penyedizam Jaminen Sosial kagi Kepals Desn dan Permnghat Desa
513 Jaminun Bosial Kepala Desa dien Pavanglat Dess
81301 | Jeminan Kesshatan Hepals Dona
1 | kepalaDesn . | |
81202 Tewshatan Pecanghat Dass
1 Sekretaris Deosa
2 | det..
51303 | Jaminun Retonegakechan Kepaln Desn
1 | Xepals Desa ! |
51304 | & Ketonsgakesjasn Perungieat Dorn
1| Sekretaria Desa
2 dat.,
1.1.03 Panysdisse Turjungan BFD
14 Tunfenpan BFE




51401 | Tusnjungan Ledsdukan BPD h
1 Ketua BFD
2 | st
S1402 Tunjangas Kiserin EPD
3 Ketua BPD
2 det.
1.1.%0 Fenyedissn Juminan Rosial bagt Argrota EPD
5 Tornt: Sortal A EFD
81890 Jumil Bonfal K gukerjenn Angycta BFD
1- |-Ketua BFD I
2 | det..
JUMLAN TOTAL BELANJA (Rp)

Mengetahui; Telah diverifikasi oleh Cressrbetnrrsntistasnrey 2023
Kepaln Desa ...crviivinens ' Sekretaris Desa .vivireriesincsione Kepaln Urisan Keuanga,

ttd/ stempel ttd ttd

Yl . . ELTT IR

L T P P Y PR TN
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4. Contoh Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Peﬁghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa &

BPD
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN
NOMOR : / 2023
Nama ‘
Jabatan Kepala-Desa-v..vonaiiaiis B _ -
Bertindak An. - Pemerintah Desa ......ooiciivennne : - S .
Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.1, .......cceeeverenriservonven untuk memindahbukukan dana dari Rekening Kas Desa .......vevieeiviinaens
Nama Rekening Gembira Desa ....vveervveneccecnins
Nomor Rekening XXX, XK. XX, XRAXXX - X
untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan ..........cccceeciveemnnnn. TA-2023 Ke rekening
masing-masing penerima, dengan rincian sebagai berikut:
HO HECAMATA DESA HAMA JABATAN NOMOR REKENING SILTAP TUNJANGAN Pm::lw Pﬁ:%g:sm B,UI;:.;'ET PER KET.
1 ] 3 4 -] [ T 8 9 10 E-’?}:!% 11 = T+8+D -10 13
1 Kepala Desa
2 Sekretaris Desa
3 Kaur
4 Kasl
L] Radus
6 Ketua BFD
7 Wekil Ketua BPD
-] Bekretaris BFD
9 Ketua Bidang
JUMLAH o 0 4] L]
2023
Mengetahui
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5. Contoh Format Rincian rencana pencatran dana dari Triwulan | (satu) sampai dengan IV (Empat) .

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S. IV TAHUN 2023

[T

DESA .veverrsssrreense RECAMATAN HABUPATEN BOMBANA
RODE URANIAN KEGIATAR VOLUME sammi; ANGGARAN (Rp.) BETAMBAM/ [ RINCIAN RENCANA PENCATRANAN DANA (Rp.) J—
REK. o SEBELUM | SETELAH [BERKURANG) TW.1 TW. I W, I TV IV ®p.)
1 - ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— —_BELANJA DARI ADD e _
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAMAN DESA
2. BIDAKG PEMBANGUNAN DESA
3, BIDANG PEMEINAAN KEMASYARAHATAN
4. mnaﬁu PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
8, BIDARG PERARGGULANAGAN BENCANA
JUMLAH TOTAL
Mengetahui; Telah diverifikasi oleh ebrneretranrnantraabearey 2023
Hepala Desa coivvmrnreess Sekrotaris Desa «.ucieicresreoresns Hepala Urusan Keuanga,
ttd/stempel Ttd Tid
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6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap
~ dan Tunjangan/dari Kecamatan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
. KECAMATAN LA R L LR L LR LR LRSI AR TS

Jn. ... No. ...... Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771
BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor : ' 2023
Pada hari ini ........... o tanggal .. BUIAN oo tahun dua ribu dua puluh satu
bertempat di Kantor chamatan ............... Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan

permochonan penya.lur'fln Dana Alokasi Dana Desa (ADD} untuk pembelanjaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepa]a Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu
DESA  cevvirnrnrrnins chlamatan ............... Kabupaten Bombana sebesar Rp. .-
(terbzlang)

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adaiah sebagal berikut :

_ i Hasil !
: E Verifikasi :
| Mo, E Uraian Dokumen Tida |Ket.:
. Ada | k |
B Ada

1 Dokumen RKPDesa Tahun 2022 |

2 | Dokumen APBDesa TA. 2022 |

3 Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD '

4 | Rincian Siltap /dan Tunjangan TA, 2022

5 | Permmchonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa & BPD :
. 6 Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & BPD g
| dst. ; g

i
Berdasarkan hasil venﬁka& Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana

Desa (ADD) Belan_]a' Penghasﬂan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami
menandatangani berita acara verifikasi.

3

No Nama /, NIP Jabatan Tanda Tangan 5

1. | Camat ..... L eeereerreeene
2. [ Sekcam 20 e !
3. Kasi PMD K

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan scbenar ~ benarnya untuk menjadi bahan
seperlunya.
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7. Contoh Formai Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium,
" Operasinal dan jlain-lain dari Kecamatan.
i PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

Jin. ... No. ...... Tip./ Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor : 2023
]
Pada hari ini .....uueeees Etanggal ............ bulan ......... ... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di
Kantor Kecamatan ............ Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan
penyaluran Dana Alokasn Dana Desa (ADD} Triwulan ... Tahun Anggaran 2023 kepada Desa ............
Kecamatan .......c.... Kabupaten Bombana sebesar Rp. scceiresseceeny= feenneterbilang.ee...ls
Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :
| Hasil
No. 1 Uzraian Dokumen Verifikasi Ket,
Ada Tidak -
‘ Ada
1. | SPJ sampai dengan ........c..cceerees ;
2. | Surat Permohonan Pencairan Dana;
3. | Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;
4. | Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
5. | Dokumentasi kégiatan 0%, 50% dan 100%;
6. | Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur;
7. | Desain dan RAB untuk Kegiatan Insfrastruktur.
dst. | @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaturan.

Berdasarkan hasi! verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dan s
Desa (ADD]) Belanjal Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami
menandatangani berita acara verifikasi.

No Nama /| NIP Jabatan Tanda Tangan .
1. | Camat ..... Lo B |
2. | Sekcam v S

3. | | Kasi PMD 30

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar — benarnya untuk menjadi bahan:

seperlunya.
/

Pj. BUPATI BOMBANA,
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LA EIAAIN 1L FLIGVTLINAN DU EAT BOMDANA
NOMOR : TALIUN 2023
TANGGAL 1 28 Jadopr™ 2023 .
TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023
ASAR ALOKASI FORMULA
No. KECAMATAN DESA mm;’ ? {___ JUMLAH PENDUDUK {JP) LUAS WILAYAH (L JUMLAH DUSUN {3D) TOTAL JUMLAH m" ALOHASI PEMBULATAN
P JP___| RASIOJP | BOBOT IWikn?) | RAsio Lwi BOBOT | JD_| RASIOJD | BOBOT 0 ALO DANA DESA [Rp. {Rp)
1_| FOLEANG POKORUMBA 500,000,000 .588 0,014 0,004 17,16 0,606 0,0006 3 G007 | 0,004 0,009 39,266,695 £39.066.60 539,266,600
2| POLEANG PALLIMAE 500.000.000 -349 0,011 0,002 7,01 0,002 0,0002 g 0,011 | 0,007 0,01 47.857.380 547.357.380 547.357.300
3_ | POLEANG SALOSA 00,600,000 696 0,006 0,002 41,35 0,013 0,0013 E 6,007 {0,004 0,007 32.567.145 £33 567,145 532.567.100
4| POLEANG MATIRO WALIE 500,000,000 722 0,008 0,003 5,69 0,002 08,0002 E 0,007 |_ 0,004 0,006 27.774.710 527.774.710 527.774.700
5 | POLEANG TIMUR TEPPOE 500.000,000 2.648 0,023 0,007 19,71 D,008 0,0006 5 0,0 0,007 0014 64,153.046 $64.153,946 564.153.900
& | POLEANG TIMUR BIRU _ 500,000,000 3.377 0020 | 0,006 21,60 0,007 0,0007 5 0,0 0,007 0,014 61.316.629 561,316,609 561,316,600
7 | POLEANG TIMUR MAMEQ 500.000.000 1,232 00101 0003 45,08 0,615 0,0015 4 0,009 | 0,005 0,010 45.435.950 545.435.950 545,435,000
8 | RAROWATU RAD RAU 500,000,000 689 5,606 | 0,002 20,15 0,007 06,0007 3 0,007 | 0,004 0,007 20.372.570 520.372.570 529,572.500
5 _| RARGWATU LADUMPI 500.00D.000 540 0,005 | 0,00 21,43 6,007 | 0,0007 z 6,007 |__0,004 0,006 27.847.948 BO7.847.948 527 847 000
G | RAROWATU RAROWATL £00.000.000 367 0,004 | 000 11,36 0,004 | ©,0004 2 0,007 | 0,004 0,066 28 539663 25.520.663 525,520,600
1_| RAROWATU LAKOMEA 500,000,000 1.032 0,000 | 0,003 21,43 0,007 | _ 05,0007 4 0,008 | __0,005 0,009 39.667.504 539,667,504 539,667,500
3 | RAROWATL PANGKURL $00.000.000 | 631 0,005 | 0,002 31,21 0,010 | 0,6010 4 0,000 | 0,003 0,008 36.494.015 536.994.915 536.494.900
13 | RAROWATU LAMPEANTANI 500.000.000 706 0,006 | 0,002 2,73 0,004 0,0004 E 6,607 D,004 0,005 28.478.032 528.478.032 528.476.000
4 T RAROWATU WATU KALANGKARI 500,000,000 628 g,0058 | 0,008 1,20 0,004 0,0004 3 0,009 D,005 0,007 33.486.635 533,486,635 —533.486.600
5 | RAROWATU TAHLITE 500.000.008 576 0,007 | 0,002 0,22 0,003 | __0,0003 4 0,005 1 0,005 6,008 56,227.730 536 927,739 536227700 |
€ | RUMBEIA LANTAWONUA 500.000.000 1.296 0,01 0,003 7,99 0,006 0,0006 E 0,007 |__ 0,004 0,008 36,032,294 536.032.504 536,032,200
7_| RABAENA RAHADOPI 500.000.000 714 0,006 0,002 34,39 D011 0,001] 3 0,007 0,004 6,007 31,751,672 £31.751.672 S31.751.600
& _{ KABAENA TIRONGROTUA 500,000,000 525 0,005 | 0,002 4199 0,014 0,0014 3 0,007 | 0,004 0,007 31,831,844 531,851,844 531,831,800
O | RADAENA TIMUR WUMBUBURQ 5060.000.000 833 0,007 | 0,002 40,61 0,013 0,0013 4 0,008 | 0,005 0,009 40.186.047 £30.186,047 543,186,000
20| KABAENA TIMUR BALO 500.000.000 560 G008 | 0,002 6,94 0,002 D,0002 5 0,01 0,007 0,010 40 875,833 542.875.833 542.875.800
21 | KABAENA TIMUR TOLL-TOLI 500,000,000 863 0007 | 0,002 €57 0,002 D,0002 z 0,007 | 0,004 0,006 29.230.88 %9.200,88 855,230,800
22 | KABAENA TIMUR TAPUHAKA 500.000.000 1,407 0,012 0,004 1,98 0,00 05,0001 4 0,600 | 0,005 0,009 41.120.79% 5471.120.795 541,120,700
23| KABAENA TIMUR _ BUNGLBUNGI 500,000,000 514 0,004 0,001 3,35 0,00 ,0001 z 0,007 0,004 0,005 24.746.303 524,746,303 524,746,300
24| POLEANG BARAT BABAMOLINGKU 500.000.000 826 0,007 0,002 118,22 0,039 0,0039 4 0,000 0,005 0,011 51.517,369 851.517,385 551.517.300
25 | POLEANG BARAT TOARI BOMBANA 500,000,000 750 0,006 0,002 5,09 0,003 0,0003 r 0,009 D,005 6,008 34,716,993 34,716,923 €34.716 500
26 | POLEANG BARAT TIMBALA 500.060.000 -400 0,012 0,003 24,4 0,008 0,0008 4 0,000 | 0,005 0,010 44.335,128 544,335, 128 544.335.160
27 | POLEANG BARAT RANGKOMEA 500.000.000 275 0011 | 0,00 4373 4,614 ] 0,004 : 0,009 | 0,005 6,010 45,736.30 545,756,305 45,736,300
28 | POLEANG BARAT RAKADUA 500000000 3,194 0,027 {__ 0008 49,82 0,016 06,0016 5 0,01 0,007 0,017 74,852,733 574,853, 733 574.852.700
35 | POLEANG BARAT LAMEONG-MEONG 500,000,000 743 0,006 | 0,002 7.20 0,002 0,0002 3 0,067 |___0,004 0,606 _28.091.00¢ 528,001.005 §38.091.000
30_| FOLEANG DARAT PABIRING 500.060.000 1.130 0,010 |__ 0,003 7,72 0,003 0,0003 5 0,01 6,007 0,010 34,544,432 $44.044,432 544.544.40D
31_( POLEANG BARAT BALASARI 500.000.000 72) 0,006 | 0,002 34,58 6,011 0,0011 4 0.000 | D.005 5.008 38.024 308 538,024,425 =38 024,400
32_| POLEANG BARAT BULUMANAT £00.000.008 813 0,007 |__0,002 2,10 0,004 05,0004 3 0,009 | 0,608 0,008 35,779,158 535.779.758 535.770.700
3 | POLEANG BARAT MATABUNDU 500.000.000 1.306 0,01 0,003 8,07 0,003 | 0,0003 4 0,009 | 0,005 6,008 41,148.233 541.148.233 541, 148.200
34| POLEANG DARAT ANALERE $06.000.000 B2k 0,005 | 0,002 8.11 0.003 G.,0603 E 0,007 | 0.004 5,006 26.902,838 576 062.838 526,002,800
35 | MATA OLEOQ FOMONTORO 500,000,000 505 0,004 | __ 0,001 30,78 0,007 0,0007 4 0,009 | _ 0,005 6,007 33,514,553 533.514.653 533.514.500
36_| MATA OLEO LIANQ — B00.000.000 811 0,007 | 0,002 11,41 0,004 G,0004 E D007 | 0,009 0,007 29.451.030 559.491,030 520.451.000_
37 | MATA OLEQ PULAU TAMBAKQ 500,000,000 708 0,015 | 0,004 33,05 0,008 0,0008 2 0,009 | 0,005 0,6 47,675,585 547.675.585 837.675.500 | "
—38- |-MATA-OLEO -LORA 500.000.000.|____1.851 [ 0,016 | 0,005 10,43 0,003 0,0003 4 0,008 | 00605 0,0 47,465,482 547.465.482 547,465,400
30| MATA OLEO TOLITOLL 500,000,000 509 0,004 | _ 0,00 B a5 0,002 | 0,0002 3 0,007 | __ 0,004 0,006 25.114.510 525.114.910 525.114.900
40_| MATA OLEO TAJUNCU 500.000.000 320 0,003 | 0,00 4,03 0,00 D,000 : 0,007 | 0,004 0,005 22.786.276 632,786,276 522. 786,200
31| MATA OLED MAWAR 500.000.000 502 0,004 0,00 2,28 0,00 0,000 ? 0,007 |__ 0,004 0,005 24.598.180 524,508, 160 524,508,100
42 | MATA OLEO LALOA 500.000.000 564 0,605 ) 0,00 13,13 0,004 |___0,0004 4 0,600 D DS 0,007 33,068,968 E33.068.085 5 G68.000
43 | MATA OLEO BATUSAMPE INDAH 500,000,000 432 0,004 0,00 1,36 0,000 | 0,0000 3 0,007 0,004 0,005 23,658.441 553.658.441 E03.658.400
44 _| MATA OLED HAMBAWA 500.000.060 326 0,003 0,00 6,61 0,002 | 10,0002 3 0,007 D004 0,005 53.211,235 553 511.035 555.51T500
45| MATA OLEQ P U WAEYA 500.000.000 40 0,003 0,00 10,20 0,003 0,0003 3 0,007 | 0,004 0,005 24.600.637 524.600.647 T 523.600.600
46| RAROWATU UTARA WUMBUBANGKA 500.000.000 121 0,010 | 0,003 161,54 0,053 @,0083 3 0,007 | 0,004 0,012 141,665 556,141,665 556, 141.600
47 | RAROWATU UTARA HURAEA 50¢.000.000 903 0,008 | 0,002 0,38 0,003 0,0003 3 0,007 |_ 0,004 0,007 30,307 503 530.307 203 530.057.200
48_| RAROWATU UTARA LANTOWUA 500.000.000 789 0,007 0,002 0,58 0,003 0,0003 3 0,067 0,004 0,006 29.111,829 559.11]1.820 529.111.300
39 | RAROWATU UTARA TEMBE 500.000.000 56 0,005 {0,001 9,52 0,003 |__0,0003 3 0,007 |_ 0,004 0,006 26.310.462 526,310,455 526.310.400
50_| RAROWATI UTARA WATU MENDE £00.000.000 73 0,006 |__ 0,002 7,28 0,002 00002 | 3 0,007 |__ 0,004 0,006 27064825 BI7.064.825 527.964.800
5l RARCW ATU UTARA MARGA JAYA S00.000.000 1.552 - D013 0.004 9,30 0.003 0.0003 3 0,007 0.004 0.008 37.508 320 53IF-608 329 537 608 300
ro BARGWATE UTARA | TUNAS BARL SO0 QUL N0D S¥o 11,6334 [RRVIY; =11 0.04.3 [IRECNE] 3 N T R £ U6 PR 22506045 9R7T RNy

T



T T 1 ALOKASY FORMIMA

1
Pauy ALOKASL PEMBULATAN

HECAMATAN DESA ALOKA::I DASAR JUMLAH PENDUDUK (JP} LUAS WILAYAH (LW} JUMLAH DUSUN (JD} TOTAL JUMLAH DANA DESA
a JP RASIOJP ] BOBOT | LW(km“] | RASIGLW | BOBUT | JD | RASICJD | BOBOT | BO: 1 (Rp.) (Rp.}

R, N S N—— 2 : o S L - ' 2 L o S N T R cALL Y, I LTIE L S LT X7 £ TR PN L Am—
53_| POLEANG UTARA TANPABULL 500.000.000 2,630 0,022 0,007 8,41 0,006 0,0006 5 0,011 0,007 0,014 63.756.089 563.756,089 563.756.000
54 | POLEANG UTARA TANAH POLEANG 500,000.000 1,501 0,013 0,004 110,03 0,036 0,0036 = 0,014 | 0,008 0,016 70,401,729 570,401,729 570.401,700
55_| POLEANG UTARA KARVA BARU 500.000.000 823 0,007 0,002 8,4 0,003 0,0003 3 0,067 0,004 0,006 20.185.085 5290.188.285 529.188.200
55 | POLEANG UTARA TOBURI 500,000,000 2.494 0,021 0,006 5,67 0,005 0,0005 5 0,011 0,007 0,014 61.790.386 561,700,286 561.790.300
57 | FOLEANG UTARA ROMPU ROMPU 500.000.000 609 0,014 0,004 33,87 0,011 0,0011 4 0,009 0,005 0,0 48.127.028 548.127.028 548.127.000
58 ) _POLEANG UTARA PUSU EA 500.000.000 217 0,010 0,003 26,83 0,009 08,0000 S 0,011 0,007 0,0 48.751.543 548.751.543 548.751.500
59| POLEANG UTARA LAWATUD EA 500.060.000 739 0,006 0,002 2,60 0,001 0,000 4 0,009 0,005 0,007 33.533.707 538,533,707 533,533,700
60 | POLEANG UTARA WAMBAREMA 500,000,000 E24 0,004 0,001 21,45 0,007 0,0007 3 0,007 0,004 0,006 27.666.978 527.666.978 507,666,900
61_) POLEANG SELATA BATU PUTIH 500.000.000 1,855 0,012 0,003 12,48 0,004 0,0003 5 0,0 0,007 0,011 48.229.846 548,009,846 548,229.800
62 | _POLEANG SELATAN WAEMPUTANG 500.000.000 2336 0,018 0,006 38,49 0,013 0,0013 g 0,0 0,007 0,014 62.176.950 562,176.950 563,176,900
63_| POLEANG SELATAN KALI BARU 500.000.000 1.466 0,012 0,004 8,80 0,003 0,0003 5 0,0 0,007 0,011 —48.891.693 548 861698 548,891.600
64 | _POLEANG SELATAN AKACIPONG 500.000.000 784 0,007 0,002 2,8 0,004 0,0004 3 0,000 0,005 0,008 35.611,.127 535.611,127 535.611.100
55 | POLEANG SELATA (A EA _ 500.000.000 510 0,013 0,004 7,75 0,006 0,0005 r 0,000 0,008 0.010 44.625.600 544.635.600 £44 625600
66_| POLEANG TENGGARA | LARETE 500.000.000, 057 0,006 | 0,003 35,62 0,013 I 0,0013 4 0,009 | 0,005 0,009 42 626,830 542.626.830 542.626.800
67_| POLEANG TENGGARA | LEMO 500.000.000 713 0,006 0,002 36,52 0,012 0,0012 3 0.007 0,004 0,007 32.053.058 532.053.058 32.053.000
68 | POLEANG TENGGARA | TERAPUNG 500.000.000 1,903 0,016 0,005 32,41 0,0 0,0011 4 0,000 0,005 0,01 E1L.20L.875 551,291,875 BE81.291.800
69_| POLEANG TENGGARA | LAMOARE, £00.000.000 473 0,004 0,00 23,39 0,007 0,0007 4 0,009 0,005 0,007 3.383.233 543,383,233 533,383,300
70 | POLEANG TENGGARA | RAMBAHA 500.000.000 251 | 0,602 0,60 2,57 0,00 0,0001 E 0,007 0,004 0,005 21.755.721 521,755,721 531.755.700
71 | KABAENA SELATAN LANGREMA 500.000,000 720 0,006 0,002 7,18 0,002 | 0,0002 3 0,067 |__ 0,004 0,006 27.823.699 S2T.553.699 527,823,600
72_| KABAENA SELATA BATUAWU _ 500.000.000 549 0,008 0,000 25,55 D,008 0,0008 3 0,007 0,004 0,007 33,154,994 533,154,234 533, 154.200
73 | KABAENA SELATAN PONGKALAERO 500.000.000 1.024 0,009 0,003 65,57 0,021 0,002 3 0,007 0,004 0,009 20.804.990 539.594.990 =30.804.900
; KABAENA SELATAN PUU NUNU 500.000.000 713 0,007 6,003 30,50 0,010 0,0010 3 0,007 |__0,004 0,007 31.917.179 531.917.179 531.917.100
; KAGAENA BARAT BALIARA 500,000,000 1.528 0,013 0,004 12,42 0,003 0,0004 5 0,01 0,007 0,011 50.209.538 550,509,538 550.200.500

KABAENA BARAT RAHANTARL - 500,000,000 640 0,005 0,005 20,24 0,007 0,0007 3 0,007 | 0,004 0,006 28.823.572 528.822.572 538,822,500
KABAENA BARAT BALIARA REPULAUAN 500.,000.000 326 0,0 0,003 4,35 0,001 0,0001 2 0,007 | 0,004 0,008 '34,373.511 534.37 3,511 534,373,500
KABAENA BARAT BALIARA SELATAN 500.000.000 630 0,014 0,004 .20 0,000 0,0000 3 0,007 | 6,004 0,008 37,508,502 . 537.508.502 537.508.500
KABAENA UTARA MAPILA 500.000,000 056 0,008 0,002 7,48 0,006 0,0006 3 0,007 | 0,064 0,007 32,046,395 E32.046.395 532.046.300
KABAENA UTARA WUMBULASA 500.000.000 TE 0,008 0,002 .55 0,004 0,000 3 0,007 |___ 0,004 0,007 31.028.837 5a1.028.837 531.028.800
KABAENA UTARA BANGIA MAKMUR £00.000.000 856 0,007 0,002 3,53 0,001 0,0001 r 0,000 0,005 0,008 35,050.212 835,058,210 535.055.200
KABAENA UTARA EEMOKOLO 500,000.000 687 0,006 D,002 3,67 0,008 D,0008 E 0,007 0,004 0,007 29,866 642 593, 866,630 529.866.600
“KABAENA UTARA TEDUBARA E00.000.000 858 0,007 0,002 61,13 0,020 [ 0,0020 4 0,000 0,005 0,010 43.499.126 543499, 126 543.499,100
KABAENA UTARA LARGLANU 500,000.000 270 0,002 0,00 5,33 0,005 0,6005 P 0,005 0,003 0,004 17.787.522 517.787.522 517.793.500
KABAENA TENGAH LAMONGGI £00.000,000 541 0,005 | 0,00 6,67 0,005 0,0005 3 0,007 0,004 0,006 27.160.235 §27.160.235 527.160.300
KABAENA TENGAH FANGRENG 500.000.000 360 0,003 0,00 5,24 0,003 0,0003 3 0,005 0,003 0,604 17.927 431 517.927.931 517,927,400
KABAENA TENGAH LENGORA 500,000,000 728 0,006 0,002 121,98 0,040 0,0040 4 0,009 0,005 0,011 50.955.385 550,955,385 550,955,300
KABAENA TENGAH ENANO 500,000.000 582 0,005 0,001 66,32 0,022 [ 65,0022 Z 0,007 0,004 0,008 34.0924.700 534,954,760 534.924.600
KABAENA TENGAH ULUNGKURA ___ £00.000.000 816 0,007 0,002 24,30 0,008 00,0008 3 0,007 0,004 0,007 31,441.943 531,441,943 _531.441.900
KABAENA TENGAH LENGORA SELATAN 500,000,000 641 0,005 G002 11,30 0,004 0,0004 3 0,067 |__0,004 0,006 "~ 37.E20.849 527.520.845 557 520 500
KABAENA 1 ENGAH LENGORA PANTAL 500.000.000 957 0,008 0,002 26,47 0,000 0,0009 5 0,011 0,007 0,010 45.710.156 EA5.710.156 545.710.100
KEF. MASALOKA RAYA | MASALORA 500.000.000 507 0,005 0,002 0,98 0,000 0,0000 3 0,007 | 0,004 0,006 55,499,174 25.499.174 — B9E 409,100
KEP. MASALOKA RAYA | BATU LAMBURL 500.000.000 613 0,005 0,002 0,16 0,000 0,0000 3 0,007 0,004 0,006 25.562.630 525 562,630 525.562.600
KEP. MASALOKA RAYA | MASALOKA SELATAN 500,000,000 534 D005 0,00 0,57 0,000 §,0000 3 0,007 | 0,004 0,005 24.714.510 24.714.810 524,714,800
KEP. MASALOKA RAYA | MASALOKA TIMUR 500,000,000 552 | 0,005 | 0001 |~ 056 0,000 | —_0,0000 3 0,007 0,004 | 0,006 ~24.920938 524,920,238 | - 524.920.200
_KEP. MASALOKA RAYA | MASALORA BARAT 500,000,000 426 0,004 0,00 .39 0,000 0,0000 E 0,007 0,004 0,005 23.446,990 523,436 990 B23.445.900
RUMELA TENGAH TAPUHAHI 500.000,000 1.948 0,017 0,005 4,27 0,001 0,0001 4 0,009 0,005 0,011 47.675.560 547,675,569 547.675.500
RUMBIA TENGAH LAMPATA, 500.000.000 540 0,005 0,601 5,62 0,602 0,0002 F 0,007 0,004 0,006 25,554,960 525.554.960 SR5.552.900
POLEANG TENGAH MULAENO S00.000.000 1.081 0,009 0,003 762 0,002 0,0002 4 0,000 0,005 0,008 38,003,141 538.202. 141 538.202.100
"POLEANG TENGAL LEBO EA, 500.000.000 902 0,008 0,002 5,41 0,005 0,0005 2 0,000 0,005 0,008 37.288.960 537.088.060 557,288,900
POLEANG TENGAH PARIA S00.000.000 1.182 0,010 0,003 3,72 0,004 10,0004 4 0,009 | 0,003 0,009 40.255.103 540.250, 103 540.259.100
POLEANG TENGAH, PGLEONDERO 500.000.000 677 i) 0,002 4,04 0,002 0,0002 4 0,000 |__0,005 0,007 23,164,791 533,164,791 £33.164.700
[ TONTONUNU TONTONUNU 500.000.000 1.384 0,012 0,004 16,28 0,005 0,0005 5 0,011 |~ 0007 | 0,011 49,121.370 535.121.370 549,121,300
TONTONUNU TONGKOSENG 500.000.00D 2.023 0,017 0,005 22,58 0,007 0,0007 8 0,018 0,01 0,017 75,884,769 '575.884.769 E75.884.700
TONTONUNU TETE HAKA 500.000.000 645 0,005 | 0,00 26,85 0,000 0,0000 3 0,007 0,004 0,007 ~29.851.001 520.651.00 520,851,000
TONTGNUNU WATU MELOMEA 500.000.000 895 0,008 | 0,002 46,84 0,015 0,0615 4 0,002 | 0,005 0,009 41.825.324 541.825.324 541,825,800
TONTONUNU PUU WONUA 500.000.000 783 0,007 0,002 18,59 0,006 0,0006 5 0,011 0,007 0,009 42.552.645 _842.552.645 542,552.600



ALOKASI DASAR

ALOKASI FORMULA

No. KECAMATAN DESA R JUMLATI PERDUDUK {JP] LUAS WILAVAH (L JUMLAY DUSUN (JD TOTAL FUMLAH PAGU ALGKASE | PEMBULATAN
(Rp.) 9P | RASIOJF | BOBOT | LW (km’] | RASIOLW| BOBOT | JD | RASIOJD | BoBGT | BOE DANA DEGA (Rp:) Rp+
= F] E] 4 5__ 8 7 F : Te___ | 11 IR & ST I F B FE LY L I3 af1d <} ie-javig 7

09 | LANTARI JAYA LANTARI 5060.000.000 546 0013 | _ 0,004 22,39 0,007 | ©0,0007 3 0,007 | 0,004 0,009 39.552.163 530.552.183 £39.552.100

0_| LANTARI JAYA LANGROWALA 500.000.600 1047 0,000 | 6,007 13,90 0,006 | 0,0000 3 0,007 | 0,004 0,007 33.303.897 —533.303.897 533,304 800

1 | LANTARI JAVA PASARE APUA 500.000.000 853 0,008 |___0,002 24,36 0,008 | 0,0008 3 0,009 |__ 0,005 0,609 38.488.703 538.488.703 538,488,700

2 | LANTARI JAYA ANUGERAH 500.000.000 1506 0,010 | 0,003 14,74 0,005 | 0,0005 y 0,605 | 6.008 .000 ~40.684.75% 540,684 795 E 0851700

3 | LANTARI JAVA [ KALAERO 500.000.000 814 0007 |__0,002 53,13 0,017 | 0.0017 E 0,007 |__0,00% 0,008 35.653.858 535,653,858 235 653.800

3 | LANTARIJAYA TINABITE £00.000.000 504 0,005 | 0,002 72,30 0,034 | __0,0024 3 0,000 | 0,005 0,009 43.118.650 342.118.650 542.118.600

5 | LANTARLJAYA RARONGKEU S00.0G0.000 535 6.005.| __0.001 52,60 0,017 | 0,0017 3 0,007 {0,004 0,007 32.380,603 532.380.603 | £32.380,600

6 | LANTARI JATA WATU-WATU _ 500.000.000 1.279 0,011 | 0,003 8,48 4,003 | 0,0003 E 0,007 | 0,004 0,008 34.439.946 £34,439,996 534.435.000

7 | MATA USU KOLOMBI MATAUSU 500.000.000 366 0,003 |__ 0,00 30,93 0,010 | 0,0010 3 0,007 | __0,004 B.006 | 27.243.425 507.043 425 S97 243,400

& | MATA USU MORENGRE £00.000.000 518 0,004°) 0,00 63,0 0,023 |___0,0023 3 0.007 | 6,004 0,008 34.587.146 534.587.146 534 587160

9 | MATA USU WIA-WIA 500,000,000 283 6,002 | _ 0,00 49,9 0,016 | __0,0016 2 0,005 | 6,068 6,005 22.913.033 522.913.033 —£22.9513,000

20 | MATA USU LAMURU £00.000.000 52 0,003 | 0,00 121,0 0,040 | 0,004D 3 0.007 | 0.004 0.000 S CCRERS $45.068.553 S SE R E00

21 | MATA USU TOTOLE 500.000.000 368 0,003 | _ 0,00 185,20 0,060 | __0,0050 3 0,007 | __ 0,004 5,611 49.940.701 540.940.701 549,540,700

JUMLAH 60.500.000.000 | 117.450 1,000 | 02300 ] 3.063,47 1,000 | 0,1000 | 438 1,000 | 0,600 1,000 | 4.500.000.000| 65.000.000.000 | 65.000.000.000
HONTROL PERINTUNGAN BOBOT - ;
Alokasi Dana Desa. 65.000.000.000 |u JF = Jumiah Pendudnk T0% e :
Alokasi Dasar 60,500.000.000 |b LW = Luas Wilayah 10% f _-
Alokasl Fornula 4.500.000.000 |e JD = Jumlah Dusun 60% € :
| Jumnlah Desa 121 |d .
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